PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEM TOBA SAMOSIR TAHUN 2011-2015.

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2010
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Pemerintahar  Dzerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Talun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor -
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664); '

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah ‘Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran s |
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, ,
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BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daecrah untuk

Tahun 20112015, yang terdiri dari:

BABI : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIiI : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BABIV : AMALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BABV : VISL, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI :XEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB VIII :INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

BABIX : INDIKATOR: KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR

BABX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN.
LAMPIRAN MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampirun yang
mempakanmkmatuanyangﬁdakte:pisahkandadPer&‘maanhinL

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi
pedoman dalam penyusunan APBD.

. BAB IV
‘ PENGENDALAIAN DAN EVALUASI -

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
Kabupaten terhadap :

a. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan

c. Hasil Rencana Pembangunan Daerah.




- BABV
KETENTUAN PENUTJP

Pasal 7

Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditgtapkan di Balige

pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI TOBA SAMOSIR

Capldio
PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

’

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PELAKSANATYGAS HARIAN,

 SAIBON SIRAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1




